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sBAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Indikator malicious prosecution sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum 

yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pemerasan dalam perkara 

pengancaman pembunuhan dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator utama, 

yaitu tidak adanya bukti permulaan yang cukup, adanya motif non-yuridis atau 

itikad buruk (malice), penggunaan proses pidana sebagai alat tekanan, serta 

timbulnya kerugian bagi pihak terlapor. Indikator-indikator tersebut menunjukkan 

adanya penyimpangan fungsi hukum pidana dari tujuan utamanya sebagai sarana 

perlindungan hukum dan penegakan keadilan. Dalam perkara pengancaman 

pembunuhan, penggunaan ancaman pelaporan pidana atau ancaman melanjutkan 

proses hukum untuk memperoleh sejumlah uang, pengalihan hak, atau keuntungan 

tertentu berpotensi memiliki karakteristik yang mendekati unsur pemerasan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, malicious prosecution 

dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum yang dalam kondisi 

tertentu berpotensi berkembang menjadi sarana pemerasan apabila digunakan untuk 

memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
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2. Penerapan asas due process of law dalam penanganan perkara yang terindikasi 

malicious prosecution harus dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, 

mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan 

tersangka. Penerapan prinsip tersebut mengharuskan aparat penegak hukum 

melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap alat bukti, motif pelaporan, 

hubungan antara pelapor dan terlapor, serta tujuan penggunaan proses hukum 

pidana. Dalam perkara pengancaman pembunuhan yang menggunakan alat bukti 

elektronik, pemeriksaan terhadap keaslian, integritas, dan konteks alat bukti 

menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya kesalahan penegakan hukum. 

Penerapan due process of law berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi 

manusia, pencegahan kriminalisasi, serta mekanisme pengawasan terhadap 

kemungkinan penyalahgunaan proses hukum pidana oleh pelapor maupun aparat 

penegak hukum sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara adil, 

proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kehati-hatian dalam 

menangani perkara pengancaman pembunuhan yang mengandung indikasi 

malicious prosecution, khususnya melalui pemeriksaan yang objektif terhadap 

kecukupan alat bukti, motif pelaporan, dan kemungkinan adanya penggunaan 

proses pidana sebagai sarana tekanan terhadap pihak tertentu. 
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2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan pengembangan 

regulasi maupun pedoman yang memberikan batasan yang lebih jelas mengenai 

penyalahgunaan proses hukum pidana guna mencegah terjadinya kriminalisasi dan 

memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak warga negara 

dalam proses peradilan pidana. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai 

konsep malicious prosecution dalam sistem hukum Indonesia, termasuk 

kemungkinan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia sebagai upaya 

memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan penerapan asas due process of law 

dalam sistem peradilan pidana. 
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